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KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Program
Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
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Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagai instrumen dan skala prioritas
dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum.

KETIGA . Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal S Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya (75
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIH MOCHAMMAD AFIFUDDIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

JUDUL RANCANGAN

NO PERATURAN KPU DASAR PEMBENTUKAN PENGUSUL KETERANGAN
1. | Manajemen Risiko di Komisi | Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang | Inspektorat Utama Luncuran
Pemilihan Umum, Komisi | Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Progsun 2024
Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
2. | Penggantian Antarwaktu | - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang | Biro Teknis | Luncuran
Anggota Dewan Perwakilan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah | Penyelenggaraan Progsun 2024

Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang; dan

Pemilu
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NO

JUDUL RANCANGAN
PERATURAN KPU

DASAR PEMBENTUKAN

PENGUSUL

KETERANGAN

- Hasil evaluasi pelaksanaan Penggantian

Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum.

Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang; dan

Hasil evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan.

Pusat Data dan
Teknologi Informasi

Usulan
baru/Perubahan
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DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU KUMULATIF TERBUKA

Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat diterbitkannya Peraturan Presiden

2 Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat hasil evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya MOCHAMMAD AFIFUDDIN
SEKRETARIAT JENDERAL
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